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ABSTRAK 

 
Kejahatan kekerasan seksual di Indonesia setiap tahunnya mengalami 

peningkatan. Kekerasan seksual juga merupakan suatu perbuatan yang sangat 

merugikan, baik individu, masyarakat maupun negara. Dampak yang akan 

ditimbulkan dari kekerasan seksual adalah masa depan korban kejahatan 

tersebut akan rusak. Oleh karena itu penegakan hukum kebiri kimia terhadap 

pelaku kekerasan seksual harus dilakukan agar pelaku kejahatan seksual tidak 

melakukan kejahatan tersebut. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah 

untuk mengetahui siyasah syar‟iyyah terhadap hukum kebiri kimia dengan 

studi PP No. 70 Tahun 2020. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kepenelitian kepustakaan (library research) yang mana data-data yang 

diperoleh dari penelusuran kepustakaan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif 

analitis yaitu penguraian secata teratur seluruh konsep yang ada relevansinya 

dengan penelitian yang akan di bahas. 

Hasil yang diperoleh adalah Berdasarkan PP No 70 Tahun 2020, 

penegakan hukum kebiri kimia akan dikenakan terhadap pelaku kekerasan 

seksual yang mana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan 

hukum tetap. Pelaksanaan atas perintah jaksa setelah berkoordinasi dengan 

kementerian yang akan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang sosial. Pandangan islam tentang kebiri kimia berdasarkan perspektif 

Siyasah Syar‟iyyah adalah para ulama menyatakan bahwa haram hukumnya 

menerapkan hukum kebiri untuk pelaku pelecehan seksual.Tetapi dalam 

kualifikasi tertentu kebiri kimia dapat diperbolehkan. Terdapat perbedaan antara kebiri 

dan kebiri kimia.  Kebiri berarti mengubah fisik manusia. Syariat Islam tidak 

membenarkan kebiri secara kimiawi sebagai hukuman alternatif bagi tindak 

kejahatan seksual karena berdampak berubahnya hormon testosteron menjadi 

hormon estrogen. Sedangkan kebiri kimia adalah memasukkan zat kimia 

kedalam tubuh pelaku pelecehan seksual. 

 

Kata kunci: Kekerasan Seksual, Kebiri Kimia, PP No. 70 Tahun 2020, 

siyasah syar‟iyyah 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 
Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa 

lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan 

Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam 

penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri 

Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 

158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut: 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 bâ‟ B Be ب

 tâ‟ T Te ت

 śâ‟ Ś es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 h â‟ H  h a (dengan titik di ح

bawah) 

 khâ‟ Kh ka dan ha خ

 Dâl D De د

 Żâl Ż żet (dengan titik di atas) ذ

 râ‟ R Er ر

 Zai Z Zet س

 Sin S Es ص

 Syin Sy es dan ya ع

 S âd S  es (dengan titik di ص

bawah) 

 Dâd D de (dengan titik di ض

bawah) 

 ŝâ‟ Ŝ te (dengan titik di ط

bawah) 

 â‟ Z  zet (dengan titik di   ظ

bawah) 
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 ain „ koma terbalik (di atas)„ ع

 Gain G ge dan ha غ

 fâ‟ F Ef ف

 Qâf Q Qi ق

 Kâf K Ka ك

 Lâm L El ل

 Mîm M Em م

 Nûn N En ى

Wâw و

û 

W We 

 hâ‟ H Ha ه

Hamz ء

ah 

‟ Apostrof 

ٌ yâ‟ Y Ya 

 

B. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh: 

 Ditulis Nazzala زلن

 Ditulis Bihinna نبه

 

C. Ta’ Marbutah diakhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 

 Ditulis Hikmah حكمة

 Ditulis „illah علة

 

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam 

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal 

lain). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang „al‟ serta bacaan kedua itu terpisah maka 

ditulis dengan h. 
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 ‟Ditulis Karâmah al-auliyâ ءلياولأامةاكر

 

3. Bila ta‟marbuṭah hidup atau dengan harakat fatḥah, kasrah dan dammah 

ditulis t atau h. 

 

 Ditulis Zakâh al-fiţri لفطراكاةز

 

D. Vokal Pendek 

 Fathah فعل
Ditulis 

 

A 

fa‟ala 

 Kasrah ذكر
Ditulis 

 

I 

Żukira 

 Dammah يذهب
Ditulis 

 

U 

Yażhabu 

 

 

E. Vokal Panjang 

1 
Fathah + alif 

 فلا
Ditulis 

Â 

Falâ 

2 
Fathah + ya‟ mati 

 تنسى
Ditulis 

Â 

Tans 

Â 

3 
Kasrah + ya‟ mati 

 لتفصي
Ditulis 

Î 
Tafṣî

l 

4 
Dlammah + wawu mati 

 أصول
Ditulis 

Û 

Uṣûl 

 

F. Vokal Rangkap 

1 
Fathah + ya‟ mati 

 لزهيليا
Ditulis 

Ai 

az-
zuhailî 

2 
Fatha + wawu mati 

 لدولةا
Ditulis 

Au 

ad-
daulah 
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G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 

 Ditulis A‟antum مأأنت

 Ditulis U‟iddat أعدت

 Ditulis La‟in syakartum مشكرتنلئ

 

H. Kata Sandang Alif dan Lam 

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l” 

 

 Ditulis Al-Qur‟ân نلقرأا

 Ditulis Al-Qiyâs سالقيا

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunaka huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 

 

 ‟Ditulis As-Samâ ءالسما

 Ditulis Asy-Syams لشمشا

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisnya 

 

  Ditulis Żawî al-fur d الفروضويذ

 Ditulis Ahl as-sunnah لسنةاأهل

 

J. Huruf Kapital  

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

yang berlaku di EYD, di antaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf 

awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, 
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maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf 

awal kata sandangnya,   

Contoh.  

ُْه اَلّْقُزْءَاىُ ًْشلَ ف  شَهْزُرَهَضَا ىَ الَّذي أُ

 Syahru ramaḍān al-lażī unzila fīhil-Qur`ānu 

K. Pengecualian 

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam 

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan 

sebagainya. 

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh 

penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan 

sebagainya. 

c. Namun penggarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari 

negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad 

Syukri Soleh dan sebagainya. 

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya 

Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma‟arif dan sebaginya. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Kasus kekerasan seksual di Indonesia masih tak kunjung mereda di 

Indonesia setiap tahunnya. Bahkan pada tahun 2020, Deputi Bidang 

Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak (Kemen PPPA) memberikan pernyataan bahwa sejak Januari hingga 31 

Juli 2020 tercatat ada 4.116 kasus kekerasan pada anak di Indonesia, 

sebagiamana yang paling besar persentasenya terjadi kekerasan seksual yang 

jika dirincikan terdapat 2.556 korban kekerasan seksual pada anak yang masih 

terjadi hingga Juli 2020 lalu
1
. Sementara itu, secara keseluruhan yang mana 

tidak hanya terjadi pada anak, sepanjang tahun 2020 kasus kekerasan terhadap 

perempuan telah mencapai 299.911 kasus yang mana kekerasan seksual 

berperan sebanyak 48% dari kasus yang terlapor tersebut. Meskipun terdapat 

penyusutan disbanding jumlah kasus yang terjadi pada tahun 2019 lalu, 

namun dilansir untuk tahun ini karena adanya pandemic kuisioner yang 

dikembalikan pada lembaga terkait menurun hingga 50% dari tahun 

sebelumnya, yang berarti bahwahanya 50% dari populasi masyarakat yang 

sudah terperiksa, sementara 50% lainnya masih belum terdeteksi.
2
 Melihat 

                                                      

 
1
 Sania Mashabi, Kementerian PPPA: Sejak Januari hingga Juli 2020 Ada 2.556 Anak 

Korban Kekerasan Seksual, kompas (online) 

https://nasional.kompas.com/read/2020/08/24/11125231/kementerian-pppa-sejak-januari-hingga- 

juli-2020-ada-2556-anak-korban, 2020. 
2
 Friski Riana, KomnasPerempuan: Ada 299.911 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 

Sepanjang 2020, tempo (online) https://nasional.tempo.co/read/1439271/komnas-perempuan-ada-

https://nasional.kompas.com/read/2020/08/24/11125231/kementerian-pppa-sejak-januari-hingga-
https://nasional.kompas.com/read/2020/08/24/11125231/kementerian-pppa-sejak-januari-hingga-juli-2020-ada-2556-anak-korban
https://nasional.tempo.co/read/1439271/komnas-perempuan-ada-299-911-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-sepanjang-2020/full%26view%3Dok
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dari fenomena tersebut, tampak bahwa masifnya kasus kekerasan terhadap 

perempuan maupun anak masih terjadi disamping dengan hukuman yang 

sudah diberikan oleh Pemerintah bagi pelaku yang tertangkap. 

Kekerasan seksual merupakan perbuatan merendahkan, menghina, 

menyerang, dan/atau tindakan lainnya terhadap tubuh yang terkait dengan 

nafsu yang berhubungan dengan hasrat seksual, kelamin maupun fungsi 

reproduksi yang dilakukan secara paksa atau bertentangan dengan kehendak 

seseorang sehingga menyebabkan seseorang tersebut tidak dapat memberikan 

perlawanan atau persetujuan dalam keadaan bebas, dikarenakan oleh 

ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain yang berakibat 

penderitaan atau kesengsaraan yang terasa secara fisik, psikis, seksual, 

kerugian ekonomi, sosial, budaya, maupunpolitik
3
. Sementaraitu, kekerasan 

seksual terhadap anak merupakan sama halnya dengan pengertian keerasan 

seksual di atas namun dilakukan terhadap anak- anak sehingga menimbulkan 

bahaya baik secara fisik maupun emosional terhadap anak-anak. End Child 

Prostitution in Asia Tourism (ECPAT) Internasional memberikan pengertian 

kekerasan seksual terhadap anak merupakan hubungan atau interaksi antar 

anak dengan orang dewasa, sekandung ataupun tidak, dimana interaksi 

tersebut digunakan sebagai pemuas birahi pelaku
4
. Dampak dari adanya 

                                                                                                                                                 
299-911-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-sepanjang 2020/full&view=ok, 2021. 

 
3
 Dikutip Dari Website Resmi MaPPI FHUI, http://mappifhui.org/wp-

content/uploads/2018/10/MaPPI-FHUI-kekerasan-seksual.pdf, Oktober 2018. 

 
4
 Ivo Noviana, Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya, 

SosioInforma 1(1), 2015, 13-28. 

 

https://nasional.tempo.co/read/1439271/komnas-perempuan-ada-299-911-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-sepanjang-2020/full%26view%3Dok
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kekerasan seksual pada anak adalah dapat menyebabkan munculnya trauma, 

kehamilan yang tidak diinginkan, adanya potensi untuk menjadi pelaku 

kekerasan seksual pula di masa depan, dan sebagainya. 

Dalam memberikan upaya penanggulangan kasus kekerasan seksual di 

Indonesia yang masih tinggi, demi korban dan juga keluarga kekeasan 

seksual di Indonesia, terutama pada anak-anak yang mana dapat menuai 

dampak yang cukup parah dan serius. Pemerintahan Indonesia menetapkan 

kebijakan Kebiri Kimia yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 

70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, 

Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitas, dan pengemumuman 

identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. 

Pemberlakuan hukuman kibiri kimia ini dilakukan untuk memberikan 

efek jera pada pelaku kekerasan seksual dengan melakukan pemberian zat 

kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku 

persetubuhan yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau 

ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau 

dengan orang lain dan telah dilakukan terhadap lebih dari satu orang korban 

yang kemudian mengakibatkan adanya luka berat, gangguan jiwa, penyakit 

menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau hingga korban 

meninggal dunia.
5
 

Di dalam agama Islam, dimana merupakan agama yang dianut oleh 

                                                      
5
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Tindakan Kebiri kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan 

Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak 
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mayoritas masyarakat di Indonesia, kepala Negara diberi otoritas yang begitu 

luas dalam menetapkan suatu aturan atau kebijakan asalkan tidak menyalah 

iaturan agama yang ada. Di dalam Al-Qur‟an telah dijelaskan bahwa suatu 

aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah harus dipatuhi dan ditaati oleh 

rakyat selama aturan tersebut berdasar pada Al-Qur‟an dan Hadits, 

sebagaimana Allah SWT berfirman: “Hai orang-orang yang beriman, 

taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. 

Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah 

ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar 

beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. Annisa: 59) 

Dalam hukum Islam sendiri, sebetulnya hukuman kebiri bukanlah 

hukuman yang umum untuk dilakukan dan bahkan tidak pernah disarankan 

dalam Al – Quran, hanya saja memang pernah disebutkan namun disebutkan 

tentang pelarangan terkait pengebirian yang tercantum dalam hadist 

Rasulullah Saw : 

“Muhammad bin „Abdullah bin Numair Al-Hamadani telah 

menceritakan kepada kami: Ayahku, Waki‟, dan Ibu Bisyr menceritakan 

kepada kami, dari Isma‟il, dari Qais, beliau mengatakan: Aku mendengar 

„Abdullah mengatakan: Kami pernah pergi berperang bersama Rasulullah 

shallallahu „alaihiwasallamdan kami tidak membawa serta para istri. Kami 

bertanya: Bolehkah kami mengebiri kami? Namun beliau melarang kami dari 

hal itu…” (HR Muslim Nomor 1404) 



5  

 

Melihat adanya pelarangan atas hukum kebiri tersebut, maka dalam hal 

ini ada kaitan erat dengan pandangan Fiqh siyasah atau siyasah syariah dalam 

kebijakan tersebut. Siyasah sendiri memiliki pengertianya itu tindakan atau 

kebijakan untuk kepentingan orang banyak, kebijakan yang diambil dan diikuti 

oleh public bersifat alternative dari beberapa pilihan yang pertimbangannya 

dengan mencari yang paling dekat dengan kemaslahatan bersama serta 

mencegah adanya keburukan, dalam urusan-urusan public yang tidak ada 

dalil qath‟I dari Al-Quran dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan 

imam kaum muslimin. Hal ini menyuratkan bahwa dasar utama dari Siyasah 

Syariah adalah sebuah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk 

kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum 

yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuh tidak terdapat dalam Al-

Quran dan Sunnah secara eksplisit
.6

 

Kebiri Kimia merupakan hukuman baru di Indonesia, sehingga ada 

keuntungan dan kerugian dalam penerapannya. Meskipun kebiri kimia telah 

dilakukan di berbagai negara di dunia, namun tetap dianggap sebagai 

pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang ada, yang merupakan hal paling 

mendasar yang dimiliki oleh semua manusia sebagai anugerah tertinggi dari 

Tuhan Yang Maha Esa. pengebirian, menurut asosiasi medis, adalah hukuman 

berat yang melanggar sumpah profesi medis. Kebiri kimia adalah proses 

menyuntikkan obat anti- testosteron ke dalam tubuh pria untuk menurunkan 

kadar testosteron, yang terutama diproduksi oleh sel Lydig di testis. 

                                                      
6
 A. Djazuli, Fiqh Siyasah, edisi revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003, 

hlm. 29. 
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Testosteron adalah hormon yang mengatur berbagai proses, termasuk 

fungsi seksual. Artinya, testosteron berdampak pada gairah seksual pria dan 

membantu ereksi penisnya. Menurut dr Nugroho, masuknya obat anti 

testosteron ke dalam tubuh mengurangi hasrat seksual. 

1. Perppu Perlindungan Anak disahkan menjadi undang-undang oleh DPR. 

 

2. Hukuman kebiri “dapat segera dilaksanakan” menurut Jaksa Agung 

 

3. Kebiri diatur oleh undang-undang, menurut Jaksa Agung. 
 

 

Sebagai akibat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang 

Perlindungan Anak, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri 

Kimia, Pemasangan Alat Deteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman 

Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Aturan ini memungkinkan 

negara untuk menerapkan Tindakan Kebiri Kimia bagi Pelaku Hubungan 

Seksual Terhadap Anak, yang diartikan sebagai pemberian senyawa kimia 

melalui suntikan atau sarana lain kepada pelaku hubungan seksual terhadap 

anak
.7

 

Tindakan kebiri kimia ini hanya dilakukan terhadap pelaku dewasa yang 

telah dipidana karena menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk 

memaksa anak melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain, yang 

mana perbuatan tersebut mengakibatkan lebih dari satu korban, luka berat, 

gangguan jiwa, dan lain-lain. gangguan, penyakit menular, gangguan atau 

                                                      
7
 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang 
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hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, yang 

bertujuan untuk menekan hasrat seksual yang berlebihan dan disertai dengan 

rehabilitasi. . Penerbitan undang-undang ini diyakini sebagai respon atas 

maraknya penggunaan kebiri kimia. 

Putusan PN Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk merupakan 

yang pertama mewajibkan terpidana M. Aris menjalani kebiri kimia setelah 

selesai menjalani hukumannya. Di sisi lain, kebiri kimia telah dikritik, 

termasuk oleh aliansi profesional, karena dampaknya terhadap terpidana, serta 

hak-hak dasar penjahat yang berisiko dilanggar, dan siapa yang akan 

melakukan eksekusi. Akibatnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengklarifikasi untuk apa kebiri kimia, siapa yang harus dikenakan, dan 

perdebatan yang meletus tentang penggunaannya. 

Tujuan penambahan ketentuan mengenai kebiri kimia, pemasangan alat 

pendeteksi, dan rehabilitasi pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan 

PP Nomor 70 Tahun 2020 adalah untuk menanggulangi kekerasan seksual 

terhadap anak, memberikan efek jera bagi pelaku, dan mencegah terjadinya 

kekerasan seksual terhadap anak. anak-anak. Kemudian, selain kebiri kimia, 

akan dipasang alat pendeteksi, serta rehabilitasi bagi pelaku. 

Kebiri kimia telah terbukti bermanfaat ketika dikenakan pada pelanggar 

seks yang menderita gangguan pedofilia, menurut tinjauan literatur. Pelaku 

hubungan seksual dengan anak di bawah umur yang menderita gangguan 

pedofilia memiliki masalah kesehatan, dan harus ditangani agar kejahatan 

serupa tidak terulang kembali. Proses penyembuhan dapat dilakukan dengan 
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cara menurunkan produksi hormon pelaku dan menjalani rehabilitasi 

psikologis, yang keduanya dapat membantu membasmi hasrat seksual 

menyimpang pelaku. 

Jika individu yang melakukan aktivitas seksual dengan anak tidak 

memiliki gangguan pedofilia, pelaku tidak memiliki kondisi medis yang 

memerlukan pengobatan. Dengan demikian, kebiri kimia bukan hanya 

hukuman yang ditujukan untuk rehabilitasi, tetapi juga berfungsi sebagai 

pembalasan dan pertanggungjawaban atas kejahatan yang telah dilakukan, 

menggabungkan teori pembalasan dan pencegahan. 

Jika kebiri kimia dikenakan pada pelaku yang menderita gangguan 

pedofilia, tujuannya adalah untuk rehabilitasi, karena kebiri kimia berusaha 

untuk mengobati “penyakit” yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan. 

Jika kebiri kimia dikenakan kepada pelaku kekerasan seksual yang tidak 

mengidap penyakit pedofilia, maka hukumannya bersifat retributif. Kebiri 

kimia bagi pelaku yang tidak memiliki kelainan seksual pedofilia tidak akan 

membantu pelaku dan hanya akan menambah ketakutan mereka. pemeriksaan 

kesehatan dan mental pelaku secara komprehensif sebelum proses penuntutan 

sistem peradilan pidana untuk menghormati hak-hak dasar pelaku. 

Kebiri kimia dikenakan kepada pelaku hubungan seksual berdasarkan 

penetapan pengadilan yang tetap, diberikan paling lama dua tahun, disertai 

rehabilitasi, dan disubsidi oleh negara, sesuai PP No. 70 Tahun 2020. Tata 

cara kebiri kimia selanjutnya adalah dilakukan dalam tiga tahap. Yang 

pertama adalah asesmen klinis, yang dilakukan oleh petugas dengan keahlian 
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medis dan psikiatri, hasil kerjasama kementerian kesehatan dengan kejaksaan. 

Wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik, dan investigasi merupakan 

bagian dari proses asesmen klinis. . Kedua, kesimpulan yang memuat hasil 

evaluasi klinis untuk menentukan apakah pelaku hubungan seksual dengan 

anak memenuhi syarat untuk kebiri kimia atau tidak. Pengenalan kebiri kimia 

adalah langkah ketiga. Jika pemeriksaan klinis menyimpulkan bahwa pelaku 

hubungan seksual dengan anak tidak memenuhi syarat untuk kebiri kimia, 

prosedur kebiri kimia ditunda paling lama enam bulan. 

Selama masa penundaan, akan dilakukan pemeriksaan ulang dan 

kesimpulan ulang untuk menilai layak atau tidaknya kebiri kimia. Apabila 

hasil penilaian reklinis dan rekonklusi masih menunjukkan bahwa pelaku 

persetubuhan dengan anak tidak layak untuk dilakukan kebiri kimia, maka 

penuntut umum memberitahukan kepada pengadilan negeri yang memutus 

perkara tersebut secara tertulis dengan dilampiri asesmen reklinis dan 

rekonklusi. Sedangkan apabila kesimpulan asesmen klinis menetapkan bahwa 

pelaku persetubuhan dengan anak layak dikebiri kimia, maka jaksa akan 

memerintahkan dokter untuk melakukan kebiri kimia dalam waktu tujuh hari 

kerja sejak menerima kesimpulan dari penilaian klinis. 

Di hadapan jaksa, perwakilan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan, kebiri kimia akan 

dilakukan di rumah sakit milik pemerintah atau yang ditunjuk. Kebiri kimia 

digunakan bersamaan dengan rehabilitasi psikologis, sosial, dan medis bagi 

pelaku hubungan seksual dengan anak. Proses pemulihan dimulai selambat-
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lambatnya tiga bulan setelah prosedur kebiri kimia selesai. Masa rehabilitasi 

ditentukan saat tindakan kebiri kimia dilakukan, dan dapat diperpanjang 

paling lama tiga bulan setelah tindakan kebiri kimia terakhir. dilakukan. 

Menurut penulis, penentuan jangka waktu ini membutuhkan penelitian yang 

ekstensif, fleksibel dan dapat diterapkan dalam berbagai cara, dan harus 

dievaluasi untuk setiap pemain berdasarkan ciri-ciri unik mereka.
8
 

Selain itu, kebiri kimia tidak dapat dikenakan kepada pelaku kejahatan 

anak, yaitu mereka yang berusia di bawah 18 tahun pada saat kejahatan 

dilakukan. Bagi pelaku yang berusia 18-21 tahun pada saat melakukan tindak 

pidana dan divonis 10 tahun penjara, dilanjutkan dengan kebiri kimia setelah 

masa pidana habis, dan yang masih berusia di bawah 35 tahun serta memiliki 

fungsi hormonal yang baik. 

Kebiri kimia merupakan solusi negara yang ditunggu-tunggu 

masyarakat pencari keadilan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. 

Namun, untuk membatasi akibat dari kebiri kimia, inovasi penegakan hukum 

perlindungan anak ini harus didasarkan pada pemeriksaan dan penilaian yang 

luas dari segi medis, psikologis, dan hukum. Pengaruh yang mungkin 

ditimbulkan oleh kebiri kimia terhadap pelaku adalah depresi, dimana pelaku 

mungkin khawatir akan dampak negatif dari tindakan kebiri kimia yang 

dilakukan terhadap dirinya. 

Selanjutnya apabila identitas pelaku terungkap, pelaku dapat 

                                                      
8
 Hasanah N.H., & Soponyono E. 2018. Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia 

dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Magister Hukum Udayana 7(3). 
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distigmatisasi oleh masyarakat, dan pemasangan alat pendeteksi elektronik 

dapat menyebabkan pelaku mengulangi perbuatannya atau melukai dirinya 

sendiri, padahal hal tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi dan 

untuk membebaskan pelaku dari kesalahan. Akibatnya, hukum pidana dan 

sistem peradilan pidana harus melindungi mentalitas retributif yang berupaya 

menghukum pelaku kejahatan dengan keras dari semua aspek masyarakat. 

Kebiri kimia hanya dapat digunakan pada pelaku pelecehan seksual yang 

memiliki kualifikasi tertentu, dan hanya dilakukan oleh petugas yang 

memiliki keahlian tertentu. Hasil evaluasi medis dan psikologis pelakunya 

harus digunakan untuk membuat keputusan. Sebelum proses hukum terhadap 

pelaku dimulai, data diperoleh melalui uji klinis yang benar dan lengkap. 

Berangkat dari hal-hal tersebut yang telah dipaparkan di atas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ‘Analisis Siyasah 

Syar’iyyah terhadap Kebiri Kimia (Studi Peraturan Pemerintah Nomor 70 

Tahun 2020’. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana proses pelaksanaan Kebiri Kimia terhadap pelaku pelecehan 

seksual? 

2. Bagaimana pandangan Islam tentang Kebiri Kimia berdasarkan 

perspektif Siyasah Syar‟iyyah? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 

a. Menjelaskan Bagaimana Pelaksanaan Kebiri Kimia berdasarkan 

Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia,Pemasangan Alat Pendeteksi 

Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan 

Seksual terhadap Anak 

b. Menjelaskan bagaimana pandangan Siyasah Syar‟iyyah tentang 

Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia terhadap Pelaku Kekerasan 

Seksual terhadap Anak 

2. Kegunaan Penelitian 

 

a. Kegunaan Teoritik 

 

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat 

menambah wawasan kepada pelaku ataupun korban kekerasan seksual 

b. Kegunaan Praktis 

 

1) Dari hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan mampu menjadi 

bahan pertimbangan dalam membuat atau meningkatkan kualitas dari 

sebuah kebijakan. 

2) Dari hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat menjadi 

bahan acuan, pertimbangan dan evaluasi dalam meningkatkan kinerja 

pelaksaaan Kebiri Kimia terhadap pelaku kekerasan seksual dan 

meningkatkan kewaspadaanl kepada masyarakat agar terhindar dari 

kekerasaan seksual 
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D. Telaah Pustaka 

 

Telaah pustaka berisi kan tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil 

penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti dan memiliki 

keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.
9
Beberapa penelitian yang 

pernah dilakukan terkait pola kepemimpinan kepala desa antara lain sebagai 

berikut: 

Skripsi yang pertama adalah “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Hukuman 

KebiriKimia Bagi Pedofil (Studi Perppu Nomor 1 Tahun 2016)” Penulis 

Anggi Apriliana dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung di Tahun 2021. Hasil dari penelitian skripsi pertama ialah Pertama, 

Hukuman Kebiri Kimia diaturdalam pasal 81 ayat 7 pada Perppu Nomor 1 

Tahun 2016 merupaka pidanatambahan guna memberikan pemberatan bagi 

pelaku kekerasan seksual anak(pedofil). Yang kemudian dijelaskan pada 

Perppu Nomor 70 Tahun 2020Tentang Tata cara pelaksanaan tindakan kebiri 

kimia sebagai wujud kejelasanterhadap aturan hukuman kebiri kimia yang 

dijelaskan secara universal pada Perppu Nomor 1 Tahun 2016. Kedua, 

melihat proses dan tujuan pengaturanhukuman kebiri kimia tersebut yang 

mendorong dan telah sesuai kepadakemaslahatan yang merupakan tujuan 

utama dalam penciptaan sebuah hukumdi islam dan kajian fiqh siyasah, maka 

hukuman ini dapat diterima dengan di kategorikan sebagai hukuman ta‟zir 

pada fiqh siyasah yaitu hukuman yangbelum diatur dalam nash atau hukuman 

                                                      
9
 im Fakultas Syari‟ah dan Hukum, Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa 

(Yogyakarta: Fakultas Syari‟ah Press, 2009), hlm. 3. 
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had dan bertujuan untuk mewujudkankemaslahatan umum yang bersifat 

Tahsini (perbaikan) dan guna memberikanefek jera (zawazir). Perbedaan 

dalam skripsi pertama ini dengan penelitian dari judul jelas berbeda pada 

penelitian ini menggunakan siyasah syari‟iyyah sementara pada skripsi 

pertama fiqh siyasah. Namun keduanya sama sama menganalisis siyasah. 

Kemudian dasar aturan yang dikajipun berbeda, pada penelitian menggunakan 

studi PP No 70 Tahun 2020 sementara pada skripsi yang pertama 

menggunakan Perppu Nomor 1 Tahun 2016.
10

 Namun keduanya sama sama 

menganalisis Hukum Kebiri Kimia. Perspektif pada penelitian ini dan skripsi 

pertama sama yaitu perspektif islam. Jenis penelitian yang digunakan juga 

sama yaitu Penelitian kepustakaan. Namun sumber data yang digunakan 

berbeda, pada skripsi ini menggunakan sumber data Al-Qur'an, Hadist 

Bukhari Dan Muslim, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002, 

Perppu Nomor 1 Tahun 2016, Perppu Nomor 70 Tahun 2020 Dan Peraturan- 

Peraturan Hukum Lainnya dan Referensi dari jurnal dan sejenisnya di bidang 

hukum.
11

 Hal yang medasar pada sumber data dengan penelitian ini adalah 

pada skripsi pertama menggunakan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

perlindungan anak sementara penelitian ini menggunakan Tata Cara 

Pelaksanaan Tindakan Kebiri   Kimia,   Pemasangan   Alat   Pendeteksi   

                                                      
10

 Apriliana, Anggi.(2021).Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Hukuman Kebiri Kimia Bagi 

Pedofil (Studi Perppu Nomor 1 Tahun 2016). Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung halaman 18. 

 
11

 Ibid 19-20. 
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Elektronik,   Rehabilitasi,   dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan 

Seksual terhadap Anak. Meskipun pada sumber data penelitian skripsi 

pertama ini juga mencantumkan Perpu No 70 Tahun 2020 namun tidak 

menjadi focus utama, pada skripsi pertama fokusnya pada perlindungan anak, 

sementara penelitian ini fokusnya pada hukum kebiri kimia. 

Skripsi kedua adalah “Problematika Hukuman Tambahan Kebiri 

Kimia (Chemical Castration) Pada Pelaku Pedofil Dalam Perspektif Bahtsul 

Masail PWNU Jawa Timur” Penulis Irma Yuliawati dari Fakultas Syari‟ah 

Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2020. 

Hasil penelitian pada skripsi kedua adalah Pertama, bahwa hukuman 

tambahan kebiri kimia yang dijatuhkan kepada pelaku pedofilia menurut 

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak pada 

pasal 81 ayat (7) bahwa hukuman tambahan ini diberikan ketika memeuhi 

unsur perbuatan yang ada di dalam ayat (4) dan (5), perlindungan hak asasi 

manusia harus seimbang dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku 

tersebut, pemerintah harus bekerjasama dengan ahli medis dan psikolog untuk 

mengobati dan memulihkan korban baik dari sisi fisik maupun mental agar 

kembali menjadi normal, hukuman seharusnya tidak hanya diarahkan kepada 

pelakunya saja tetapi harus dibarengi dengan pemulihan korban, sehingga 

terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, dalam 

perspektif bahtsul masail PWNU Jawa Timur hukuman untuk pedofil ini 

dikategorikan berdasarkan kejahatan yang diperbuat diantaranya: 

homoseksual, heteroseksual dan takzir. Kebiri berpotensi untuk memutus 
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keturunan, mentakzir juga melanggar, kebiri kimia bukan hanya berdampak 

pada avital itu saja tetapi ada dampak yang lebih buruk dari kebiri tradisional. 

Kebiri kimia belum tentu bisa menjerakan tetapi justru bisa membahayakan 

orang lain. Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah dari analisis 

berbeda, penelitian ini menggunakan siyasah syariah, sementara skripsi kedua 

menggunakan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur. Dasar aturan dari 

penelitian inipun berbeda, pada skripsi kedua ini menggunakan Undang-

Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak serta Bahtsul 

Masail dari PWNU Jawa Timur.
12

 Ada persamaan skripsi kedua ini dan 

penelitian ini yaitu dipandang sama sama dari perspektif islam. Namun 

metode dalam skripsi kedua ini adalah penelitian kualitatif.
13

 Adapun sumber 

data pada skripsi kedua ini adalah AL- Qur‟an, Hadist, UUD NKRI Tahun 

1945, UU RI Nomor. 17 Tahun 2016, Putusan Bahtsul Masail PWNU Jawa 

Timur dan Jurnal dan sumber lainnya yang terkait
14

. Persamaan yang bisa 

disamakan dalam penelitian ini dengan skripsi kedua adalah memandang dari 

sisi kebiri kimia namun lebih menekankan pada perlindungan anak. 

Skripsi ketiga adalah “Penerapan Hukuman Kebiri Perspektif Hukum 

Islam Dan HAM” oleh Wisnu Febrian dari Program Studi Perbandingan 

Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 

2020. Hasil dari skripsi ketiga ini adalah adanya ketidak samaan antara ulama 
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mengenai hukuman kebiri, dan perlu peninjauan kembali atas dasar Hak Asasi 

Manusia yang dimiliki oleh korban, perlu diadakan sosialisasi masal dan 

dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia dalam melindungi hak anak 

sebagaimana yang telah ada didalam Undang-Undang 1945 yang akan 

difasilitasi oleh pemerintah. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini 

adalah analisis pada skripsi ketiga ini tidak hanya secara islami namun juga 

hukum yaitu analisis hukum islam dan Hak Asasi Manusia. Dasar aturan yang 

dipakai yaitu tentang perlindungan anak PERPPU No 1 Tahun 2016,
15

 

berbeda dengan penelitian ini yaitu tentang hukum kebiri yaitu PP NO. 70 

Tahun 2020. Meksipun pada skripsi ketiga ini juga dilihat dari perspektif 

agama islam seperti penelitian ini namun skripsi ketiga juga memandang dari 

segi Hak Asasi Manusia juga. Ada persamaan dengan penelitian ini dengan 

skripsi ketiga yaitu sama sama menggunakan metode penelitian Kepustakaan 

(Library Research). Adapun data yang digunakan dalam skripsi ketiga yaitu 

Al Qur‟An, Hadis, Pendapat Para Ulama, Undang – Undang, PERPPU dan 

Jurnal dan sumber lainnya yang terkait.
16

 

Skripsi Keempat yaitu “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang 

Perlindungan Anak” oleh Hesti Okta Irawan dari Universitas Islam Negeri 

Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam 
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Jakarta, hlm. 11. 
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Prodi Hukum Tata Negara Surabaya Tahun 2020. Hasil dari skripsi keempat 

ini adalah Negara sedari awal telah memberikan jaminan perlindungan anak 

melalui undang-undang Perlindungan Anak, namun pada realitasnya undang-

undang Perlindungan Anak dianggap tidak efektif dalam mencegah terjadinya 

kekerasan seksul terhadap anak. Argumentasi ini kemudian menjadi salah satu 

faktor pendorong Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak 

yang memberikan landasan hukum bagi penerapan kebiri kimia bagi pelaku 

kekerasan seksual. Perppu Nomor 1 Tahun 2016 adalah salah satunya yang 

menjadi Objek Pengujiannya. Dimana di dalam Fiqih Siyasah Dusturiyah 

pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, pembentukanya 

tidak lepas dari peran Pemerintah dalam hal ini Presiden selaku Kepala 

Pemerintahan, DPR ataupun DPD sebagai wakil rakyat di daerah. Di dalam 

Islam, seorang kepala negara diberi otoritas yang begitu luas termasuk dalam 

menetapkan suatu aturan atau kebijakan. Namun dengan demikian, 

pengambilan suatu keputusan oleh seorang kepala negara tidak boleh 

menyalahi aturan agama. Adapun dilihat dari Aspek Formiil, Perppu dianggap 

sebagai Langkah yang terlalu dini juga tidak tepat oleh Presiden tanpa melalui 

Kajian serta memanfaatkan Hak Preoregatif penilaian Subjektiv. Dari sisi 

Materinya Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dianggap Bertentangan dengan UUD 

NRI Tahun 1945 atas Hak untuk meneruskan keturunan dan hak untuk bebas 

dari penyiksaan dan tindakan yang merendahkan martabat.Perbedaan antara 

skripsi keempat ini dengan penelitian ini adalah analisisnya sama siyasah 
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namun dalam skripsi keempat ini menggunakan fiqih siyasah. Dasar aturan 

dalam skripsi keempat ini juga lebih focus pada perlindungan anak yaitu 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016.
17

 

Perspektif yang digunakan pada skripsi keempat sama dengan penelitian ini 

yaitu perspektif agama islam. Namun, skripsi keempat ini menggunakan 

penelitian normative,
18

 berbeda dengan penelitian ini. Adapun data yang 

digunakan dalam skripsi keempat ini adalah Al Qur‟An,
19

 Hadis, Pendapat 

Para Ulama, Undang – Undang, PERPPU dan Jurnal dan sumber lainnya yang 

terkait 

Skripsi kelima yaitu “Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Islam 

Terhadap Terpidana Yang Dijatuhi Hukuman Kebiri Kimia (Studi Kasus: 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya)” oleh Balqis Qurrota A‟yun dari 

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah dan Hukum 

Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Pidana Islam Surabaya 

tahun 2021. Adapun hasil dari skripsi kelima ini adalah ditinjau dari 

perspektif kriminologi, tindak pidana yang dilakukan oleh Muhammad Aris 

dan Rahmat Santoso Slamet dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yakni 

faktor psikologis, faktor ekonomi, dan faktor pendidikan. Disamping itu teori-

teori kriminologi yang berkaitan dengan kasus tersebut diantaranya teori 
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psikologis hedonistis, teori kontrol sosial, dan teori pembelajaran sosial. 

Sedangkan apabila ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam, penjatuhan 

sanksi yang diberikan oleh kedua terpidana telah memenuhi asas- asas hukum 

pidana Islam. Berkenaan dengan sanksi kebiri kimia, dampak yang dapat 

dirasakan diantaranya penuaan dini pada tubuh, meningkatkan risiko 

osteoporosis, mengurangi massa otot, mengalami ginekomastia, 

meningkatkan risiko penyakit jantung dan gangguan pembuluh darah. Adapun 

perbedaan dengan penelitian ini adalah analisis yang dipakai secara agama 

Islam dan hukum yaitu mengarah ke kriminologi. Selain itu dasar aturan yang 

digunakan adalah Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016, Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindugan anak dan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang 

Hukum Kebiri.
20

 Meskipun dasar aturan yang digunakan ada yang sama yaitu 

PP tentang Hukum Kebiri namun dalam skripsi ini juga focus kepada 

perlindungan anak dilihat dari dasar aturan yang digunakan. Perspektif dalam 

skripsi kelima juga tentang hukum dan secara agama Islam. Adapun metode 

yang digunakan yaitu hukum emprise yang berbeda dengan penelitian ini.
21

 

Adapun data yang digunakan dalam skripsi kelima ini adalah Undang-Undang 
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Dasar Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 

2020 dan Jurnal dan sumber lainnya yang terkait.
22

 

 

E. Kerangka Teori 

Siyasah Syar„iyyah berasal dari dua perkataan bahasa Arab yaitu al-

Arab memilki makna kebijaksanaan dalam mengatur urusan public meliputi 

pemberlakuan hukum atau peraturan, pemilihan hukum atau peraturan untuk 

digunakan dalam putusan pengadilan, serta keputusan yang dilakukan oleh 

penguasa dalam menerapkan norma hukum tertentu. Dalam hal ini, kebijakan 

pemerintah didasarkan pada nilai-nilai tertentu baik dari nilai filosofis negara, 

kemanusiaan dan etis. Adapun Al Syar`iyyah adalah kata sifatdari kata syari‟ah, 

dan kata ini menunjukkan sesuatu yang terkait atau konsisten dengan 

syari‟ah.
23

 

Selain itu terdapat terminologi yang didefenisikan oleh Abdul Wahab 

Khallaf bahwasanya Siyasah adalah “pengaturan perundangan yang 

diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur 

keadaan. Sementara Louis Ma‟luf memberikan batasan bahwa Siyasah adalah 

“membuat maslahat manusia dengan membimbing mereka kejalan 
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keselamatan. Sedangkan Ibn Manzhur mendefenisikan Siyasah sebagai“ 

mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia 

kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam Al-Munjid di sebutkan, siyasah 

adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan 

yang menyelamatkan. Dan Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk 

mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasyarakatan, 

yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.
24

 

 

Dalam kajian Hukum Islam istilah Siyasah syar‟iyyah dapat 

didefenisikan dengan: (1) Pemikiran tentang politik dan perkembangan Islam; 

(2) Penentuan hukum berdasarkan situasi dan kondisi dalam menjalankan 

pemerintahan. Pengertian pertama melibatkan persoalan-persoalan tentang 

bentuk dan corak pemerintahan sebuah negara Islam, dalam pengertian umum 

sama dengan istilah al-Ahkamus-Sultaniyah yang di dalam penulisan-penulisan 

Islam digunakan secara lebih meluas dan lebih popular.
25

 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya siyasah Syar‟iyyah 

merupakan setiap  kebijakan dari penguasa yang tujuannya menjaga 

kemaslahatan manusia, atau menegakkan hukum Allah, atau memelihara 

etika, atau menebarkan keamanan di dalam negeri, dengan apa-apa yang tidak 

bertentangan dengan nash, baik nash itu ada (secara eksplisit) ataupun tidak ada 

(secara implisit). Tujuan utama Siyasah Syar‟iyyah adalah terciptanya sebuah 
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sistem pengaturan negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam 

menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan 

kemaslahatan bagi umat manusia di segala zaman dan di setiap Negara.
26

 

a. Tinjaun Kedudukan Siyasah Syar‟iyyah 
 

Abdul Wahab Khallaf membuat klasifikasi hukum-hukum dalam 

AlQur‟an sebagai berikut. Pertama, hukum-hukum yang berkenaan dengan 

keyakinan atau keimanan (ahkam al-i‟tiqadiyah). Kedua, hukum-hukum yang 

berkenaan dengan pembinaan akhlak (ahkam al-khuluqiyah). Ketiga, hukum 

yang berkaitan dengan perilaku manusia (ahkam al-amaliah), yang terdiri dari 

hukum yang berkenaan dengan peribadatan (ahkam ubudiyah) dan hukum 

yang berkenaan dengan pergaulan antara manusia (ahkam mu‟amalat). 

Hukum-hukum yang berkenaan dengan pergaulan antara manusia atau ahkam 

mu‟amalat ini terdiri dari hukum keluarga, hukum perdata, hukum acara, 

hukum perundang undangan, hukum kenegaraan, dan hukum ekonomi.
27

 

Siyasah Syar‟iyyah adalah otoritas pemerintah untuk melakukan 

berbagai kebijakan melalui berbagai peraturan dalam rangka mencapai 

kemaslahatan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran 

agama sekalipun tidak terdapat dalil tertentu. Dalam Siyasah syar‟iyyah 

pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh 

nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia. Untuk kasus 
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Indonesia, misalnya, keluarnya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, 

UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 7 

tahun 1989 tentang Peradilan Agama dapat dikatakan sebagai bagian dari 

Siyasah Syar‟iyyah pemerintah Indonesia. Dengan undang- undang tersebut, 

umat Islam diberikan fasilitas dan kesempatan untuk mengembangkan 

institusi keagamaan mereka dalam rangka pelaksanaan dan penerapan hukum 

Islam itu sendiri. Di sampingitu, kebijakan pemerintah di bidang ekonomi 

dengan berdirinya Bank Mu‟amalat Indonesia juga merupakan bagian dan 

praktek fiqh Siyâsah (Siyasah maliyah) yang bertujuan mengangkat taraf 

kehidupan umat Islam menjadi lebih baik.
28

    

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa fiqh Siyâsah mempunyai 

kedudukan penting juga memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat 

Islam. Untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan 

politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim 

khususnya, dan warganegara lain umumnya. Pemerintah membutuhkan 

Siyasah Syar‟iyyah. Tanpa politik hukum pemerintah boleh jadi akan sulit 

mengembangkan potensi yang mereka miliki. Siyasah Syar‟iyyah juga dapat 

menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. 

b. Tinjauan Teori Ruang Lingkup Siyasah Syar‟iyyah dalam Pandangan Ulama  

Pada dasarnya objek kajian Siyasah Syar‟iyyah adalah semua hal yang 

berkenaan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berdasarkan 

syariat Islam. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup 
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kajian fiqih Siyasah (Siyasah Syar‟iyyah). Di antaranya ada yang menetapkan lima 

bidang. Namun ada pula yang menetapkannya kepada empat atau tiga bidang 

pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh 

Siyasah menjadi delapan bidang. Tapi perbedaan ini semua sebenarnya tidak terlalu 

prinsip, karena hanya bersifat teknis.
29

 

T.M.Hasbi Ash Shiddieqy, membagi ruang lingkup fiqh siyasah 

menjadi delapan bidang, delapan bidang sebagai berikut; kebijaksanaan 

tentang peraturan perundang-undangan (Siyasah Dusturiyyah Syar‟iyyah ), 

kebijaksanaan tentang penetapan hukum (Siyasah Tasyri‟iyyah Syar‟iyyah), 

kebijaksanaan peradilan (Siyasah Qadha`iyyah Syar‟iyyah), kebijaksanaan 

ekonomi dan moneter (Siyasah Mâliyyah Syar‟iyyah), kebijaksanaan 

administrasi negara (Siyasah `Idâriyyah Syar‟iyyah), kebijaksanaan hubungan 

luar negeri atau internasional (Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah 

Syar‟iyyah), politik pelaksanaan undang-undang (Siyasah Tanfîdziyyah 

Syar‟iyyah), politik peperangan (Siyasah Harbiyyah Syar‟iyyah).
30

 

Sementara menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian fiqh Siyasah 

(Siyasah Syar‟iyyah) mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan 

perundang- undangan (Siyasah Dusturiyyah), ekonomi dan moneter (Siyasah 

Maliyyah), peradilan (Siyasah Qadha`iyyah), hukum perang (Siyasah 

Harbiyyah), dan adsministrasi negara (Siyasah `Idariyyah). Sedangkan Ibnu 
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Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, ia itu peradilan, 

administrasi negara, moneter serta hubungan internasional. Kalau Abdul 

Wahhab Khallaf membagi ruang lingkup kajian fiqh Siyasah (Siyasah 

Syar‟iyyah) menjadi tiga bidang kajian yaitu peradilan, hubungan 

internasional dan keuangan negara.
31

 

Penjelasan singkat tentang cakupan pembahasan fiqh Siyasah (Siyasah 

Syar‟iyyah) di atas dapat dipahami bahwa pembahasan pokok fiqh Siyasah 

meliputi berbagai bidang yang terkait erat dengan masalah politik dan 

kenegaraan. Bidang- bidang tersebut antara lain adalah masalah dusturiah 

yang mencangkup Siyasah penetapan hukum, Siyasah peradilan, Siyasah 

administrasi dan Siyasah penerapan hukum. Siyasah Dusturyyah adalah 

Siyasah yang berkaitan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan, 

batas kekuasaan pemerintahan, cara pemilihan kepala negara, hubungan 

penguasa rakyat. Dengan kata lain Siyâsah Dustûryyah membahas tentang 

sistem politik hukum menurut ajaran Islam, politik perundang- undangan, 

lembaga legeslatif, lembaga yudikatif dan birokrasi atau eksekutif.
32

 

Namun demikian, bidang Siyasah Syar‟iyyah bukan harga mati yang tak 

dapat di tawar-tawar. Bidang-bidang Siyasah Syar‟iyyah dapat berbeda-beda 

antara satu negara Islam dengan negara Islam lainnya dan dapat berkembang 

seiring dengan perkembangan zaman. Faktor-faktor lain yang memungkinkan 

adanya perbedaan dan perkembangan Siyasah Syar‟iyyah itu antara lain; 
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perbedaaan orientasi politik, latar belakang budaya, tingkat pendidikan, dan 

sejarah perkebangan Islam itu sendiri di negara masing-masing.Dalam arti 

kata tidak ada aturan baku yang mengatur ruang lingkup sari Siyasah 

Syar‟iyyah.
33

 

F. Metode Penelitian 

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Jenis penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian penelitian kepustakaan (library research), yaitu mencari data-data 

dengan melakukan penelusuran kepustakaan dan menelaahnya, sedangkan 

pendekatan yang penulis lakukan adalah pendekatan normatif, hal ini karena 

yang menjadi obyek kajian adalah norma-norma hukum yang terdapat dalam 

peraturan perundang-undangan, teks-teks atau pendapat. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penguraian secara 

teratur seluruh konsep yang ada relevansinya dengan penelitian yang dibahas. 

Selanjutnya, data yang terkumpul disusun rapih dan dianalisis. 

3. Sumber Data 

Sumber data dari penelitian ini akandiperoleh melalui : 

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari: 
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1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) 

 

2) Peraturan Pemerintah N0. 70 Tahun 2020 

 

b. Data Sekunder 

 

Data yang diperoleh melalui dari:Data sekunder dari penelitian ini diambil 

dari studi kepustakaan yang berupa buku-buku, literature, jurnal, dan karya 

ilmiah yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Data sekunder menjadi 

data pelengkap dari data yang ada dilapangan. 

c. Data Tersier 

 

Data tersier adalah bahan yang berada diluar keilmuan hukum yang dapat 

digunakan untuk membantu peneliti mendapat pijakan pengetahuan diluar 

ilmu hukum khususnya pada ranah hukum tata negara yang selanjutnya dapat 

digunakan untuk analisis sekaligus identifikasi permasalahan yang sedang 

diteliti. Misalnya KBBI, Kamus Hukum, berita atau perkuliahan. 

4. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Penglahan 

dan analisis data kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses 

penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar 

fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Setelah data 

dianalisis, selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode 

berpikir deduktif, yaitu suatu pola berpikir berdasarkan pada hal-hal yang 

umum
.34

 

 

                                                      
34

 Soetrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andy Offset, 1995) hlm. 42. 
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G. Sistematika Pembahasan  

Untuk memberikan gambaran yang jelas terkait arah dan tujuan 

penelitian ini, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

Bab Pertama, bab pendahuluan yang menjelaskan arah dan tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini, pembahasan terkait arah dan tujuan 

diletakan pada bab pertama dengan tujuan agar pembaca mengetahui alasan, 

tujuan, cara dan kemana penelitian ini ingin dituju, sehingga pembaca dapat 

mengikuti alur pada bab-bab selanjutnya. 

Bab kedua, penjelasan mengenai pelecehan seksual, kebiri kimia, 

siyasah syar‟iyyahdan kedudukannya dalam Islam 

Bab ketiga, berisi gambaran pendapat siyasah syar‟iyyah terhadap 

tindakan kebiri kimia, tata cara pelaksanaan kebiri kimia, respon masyarakat 

terhadap pelaksanaan tindakan kebiri kimia dan dampaknya 

Bab keempat, berisi data yang telah diperoleh dan analisis data terkait 

perspektif Siyasah Syar‟iyyah terhadap hukuman kebiri kimia berdasarkan 

Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020. Sistem pelaksanaan dan prosedur 

kebiri kimia. 

Bab kelima, bagian penutup dari karya tulis ini yang berisikan 

kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan dari bab pertama 

sampai bab empat. Kesimpulan di bab ini akan menjawab masalah-masalah 

yang menjadi latar belakang penelitian ini. Selain itu, bab ini juga akan 
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mencoba memberikan saran-saran yang diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan atau bahkan dapat menjadi solusi dari permasalahan yang ada. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan pembahasan diatas, kesimpulan yang dapat diambil dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kebiri kimia adalah Pihak eksekutor akan memasukkan zat kimia 

antiandrogen yang dapat memperlemah hormon testosteron. Caranya bisa 

lewat pil ataupun suntikan. Bila hormon testosteron melemah, maka 

kemampuan ereksi, libido, atau hasrat seksual seseorang akan berkurang 

bahkan hilang sama sekali. Pengaruh kebiri kimia ini tak berlangsung 

permanen. Jika pemberian cairan dihentikan, libido dan kemampuan ereksi 

akan kembali berfungsi. Beberapa jenis obat yang banyak digunakan 

adalah medroxyprogesterone acetate (MPA) dan cyproterone acetate 

(CPA). Kekesaran seksual adalah dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai 

budaya, sosial, hak asasi peran gender, inisiatif legal dan kriminal sehingga 

dapat berubah seiring dengan berkembangnya waktu. 

2. Proses dari kebiri kimia terhadap pelecehan adalah sebagai berikut : 

 

a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

hukum menyampaikan pemberitahuan kepada jaksa 

b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan paling 

lambat sembilan bulan sebelum terpidana selesai menjalani pidana pokok 

c. Dalam jangka waktu tujuh hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana 
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dimaksud dalam huruf b, jaksa menyampaikan pemberitahuan dan 

berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang kesehatan untuk dilakukan penilaian klinis 

d. Penilaian klinis dimulai paling lambat tujuh hari kerja setelah diterimanya 

pemberitahuan. 

3. Pandangan islam tentang kebiri kimia berdasarkan perspektif Siyasah 

Syar‟iyyah adalah para ulama menyatakan bahwa haram hukumnya 

menerapkan hukum kebiri untuk pelaku pelecehan seksual, karena syariat 

Islam sudah menetapkan rincian hukuman tertentu bagi pelaku pedofilia. 

Sebagai contoh kasus yang baru saja terjadi di Bandung yaitu Seorang 

pemilik dan pemilik Pondok Pesantren tahfiz Al-Ikhlas, bernama Herry 

Wiriawan yang telah memerkosa terhadap setidaknya 12 santriwati di 

tempatnya. Umur santriwati yang diperkosa pun tergolong anak-anak 

bahkan ada yang melaporkan bahwa terdapat santriwati yang sampai 

melahirkan sebanyak dua kali. Hal ini dapat dikategorikan kejahatan 

pedofilia karena telah melampaui batas kejahatan tertentu. Dan dapat 

dijatuhi hukuman kebiri kimia karena telah terdapat korban lebih dari satu 

dan masuk kedalam kejahatan pedofilia.  

4. Kebiri berarti mengubah fisik manusia. Syariat Islam tidak membenarkan 

kebiri secara kimiawi sebagai hukuman alternatif bagi tindak kejahatan 

seksual karena berdampak berubahnya hormon testosteron menjadi 

hormon estrogen. Akibatnya, laki-laki yang mendapatkan hukuman ini 

akan berubah dan memiliki ciri-ciri fisik seperti perempuan. Selain itu, 
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kebiri kimia menurut para ahli mempunyai dampak negatif termasuk 

mempercepat penuaan tubuh. Cairan antiandrogen yang disuntikkan ke 

dalam tubuh mengurangi kerapatan massa tulang sehingga tulang keropos 

dan memperbesar resiko patah tulang. Obat itu juga mengurangi massa otot 

dan meningkatkan lemak yang menaikkan resiko penyakit jantung dan 

pembuluh darah 

B. Saran 

Masih banyak praktik-praktik kekerasan dan kejahatan seksual terhadap 

anak di Indonesia yang belum terungkap dan atau kurang disadari. Kondisi ini 

disebabkan karena kepedulian masyarakat (sikap apatis dan individual) 

terhadap anak baik secara individu maupun kolektif berkurang atau bahkan 

hilang. Melihat fenomena permasalahan kejahatan seksual terhadap anak pada 

saat ini cendrung meningkat dan terbilang ke dalam klasifikasi kejahatan 

predatur. Artinya, kejahatan itu dilakukan oleh manusia-manusia pemaksa lewat 

usaha perburuan mencari mangsa. Oleh karena itu hendaknya masyarakat lebih 

meningkatkan peran dan fungsi sosialnya. 
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